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KOMISI PEMITIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 03/ HK.03.1/3327 /2022
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN PEMALANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepostisme di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan
peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara

negara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat 2 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang tentang Pembantukan Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Zs
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Mengingat

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor

101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a25O);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Oll tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor

1O I , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52a6);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegar,r,ai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a45O);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

20l2-2O25 dan Jangka Panjang Menengah

Tahun 2O|2-2OI4 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l22l;

B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6O Tahun

2Ol2 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di

Lingkungan Kemente rian lLembaga dan

Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Memperh:rLrkan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKotasebagaimanatelahdiubahdengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2olg tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten I Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 3201, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2ol9 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 2O1l;

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor

g45IPW.O I I ll12021 perihal Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Tahun 2O2l;

2. Berrta Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

KabupatenPemalangNomorST/HK'03'll04l2O2l
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang'

MEMUTUSI(AN :

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN

PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENPEMALANG

TAHUN 2022.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

SE

ANITA ATI

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pemalang dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kePutusan ini.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai Tugas, wewenang dan fungsi

sebagaimana terlampir dalam lampiran II merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 6 Januari2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

aslinya
ISI PEMILIHAN
PEMALANG
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